ABSTRAK

ZIDAN RAMADHAN KURNIA PUTRA: ANALISIS PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XX/2022 MENGENAI
PENGUJIAN PASAL 170 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS
TIDAK MENYALAHGUNAKAN WEWENANG

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 68/PUU-XX/2022. Isi
putusan tersebut menghapus menteri dari frasa pejabat negara yang diharuskan
untuk mundur dari jabatanya apabila akan dicalonkan menjadi presiden dan wakil
presiden, dengan syarat memperoleh izin kepada presiden. Namun, dalam
pelaksanaan putusan tersebut berpotensi adanya pemanfaatan fasilitas negara.
Sebab terdapat calon presiden dan wakil presiden yang merangkap sebagai menteri
yakni Prabowo Subianto dan Mahfud MD.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim
Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara pengujian Pasal 170 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, dan untuk
mengetahui akibat hukum yang disebabkan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 68/PUU-XX/2022 terhadap asas tidak menyalahgunakan wewenang..

Penelitian ini menggunakan teori negara hukum teori state menurut UUD 1945
dan welfare state yakni pemerintah bertanggung jawab atas kehidupan masyarakat,
hal ini sesuai dengan pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat. Teori demokrasi
tercantum pada Pasal 10 Ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2008, Teori ini menjelaskan
mengenai kesamaan hak dan kedudukan dalam pemerintahan dan segala keputusan
berada di tangan rakyat. Teori politik tercantum pada Pasal 43 Ayat (1) UU Nomor
26 Tahun 2000. Teori ini menjelaskan mengenai tujuan dari kegiatan politik dan
cara-cara untuk mencapai tujuan politik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, yaitu
memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam
peraturan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Metode
pendekatan menggunakan yuridis normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek
kajian tentang kaidah atau aturan hukum

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertimbangan hukum hakim
menyatakan terdapat pembatasan dalam menjalankan hak konstitusional kepada
partai politik mencalonkan kader terbaiknya, batasan dan pembedaan tersebut juga
mengandung praktik diskriminasi. Hal ini melanggar Pasal 281 Ayat (2) UUD 1945.
Pertimbangan hukum hakim terdapat kekeliruan, sebab bertentangan dengan
konsep keadilan distributif yang memperlakukan berbeda terhadap hal yang
berbeda, karena terdapat perbedaan memperoleh jabatan menteri dengan presiden.
Akibat hukum yang terjadi yakni Pasal 170 Ayat (1) UU No.7/2017 berubah dengan
memperbolehkan seorang menteri menjadi calon presiden dan wakil presiden tanpa
harus mengundurkan dari jabatannya. Dalam penerapan putusan tersebut,
berpotensi adanya pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi maupun
suatu kelompok yang tidak sesuai dengan salah satu asas pemerintahan umum yang
baik, yakni asas tidak menyalahgunakan wewenang.



